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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR 21 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN 

SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 World Health 

Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik dan dengan 

ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kabupaten 

Gresik sebagaimana dalam Keputusan Bupati Gresik 

Nomor : 188/290/HK/437.12/2020; 

b. bahwa dengan terjadinya keadaan tertentu darurat 

wabah penyakit akibat Corona Virus Disease (COVID-19) 

yang perlu diantisipasi dampak ekonomi akibat Corona 

Virus Disease (COVID-19); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dalam rangka 

ikut membantu wajib pajak yang terdampak ekonomi 

akibat Corona Virus Disease (COVID-19), perlu 

memperpanjang jangka waktu pemberian pelayanan 

penghapusan sanksi administrasi piutang pajak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Atas 

Piutang Pajak Daerah;   
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah;  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik  Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik  Tahun 2018  Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik  Tahun 

2011  Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik  

Tahun 2016  Nomor 18); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG 

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS 

PIUTANG PAJAK DAERAH. 

 

Pasal  I 

Ketentuan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif  

Atas Piutang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

Pemberian Pelayanan penghapusan sanksi administrasi 

piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3      

ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 

sampai dengan 31 Desember 2020. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 28 Mei 2020  

 

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd.  

 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 28 Mei 2020 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

Ttd.  

 

Drs. NADLIF, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610926 198603 1 008 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 22 


